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BAB VII 

PENUTUP 

VII.1 Kesimpulan 

 

Berikut ini adalah kesimpulan hasil pelaksanaan kajian tentang 

keselamatan transportasi jalan di kota makassar. 

1. Penyelenggaraan program masing-masing pilar dalam RUNK banyak yang 

sudah terlaksana namum terdapat beberapa program yang belum memiliki 

pedoman dan belum terlaksana secara maksimal karena kurangnya 

informasi terhadap prosedur pelaksanaan. Berdasarkan hasil inventarisasi 

program-program di dalam Pedoman Rencana Umum Nasional 

Keselamatan (RUNK) tahun 2023 dengan jangka waktu 2021-200 mencapai 

: Pilar-1 sebesar 74,51%, Pilar-2 sebesar 78,26%, Pilar-3 sebesar 71,9%, 

Pilar-4 sebesar 93,33%, Pilar-5 sebesar 89,9% 

2. Berdasarkan Analisis Kinerja Jaringan Jalan di Daerah Wisata Pantai Losari 

didapatkan hasil Level Of Service (LOS) di jam sibuk sebagai berikut : Jalan 

Rajawali memiliki LOS C, Jalan M.T. Tanjung Bunga memiliki LOS F, Jalan 

Hj. Bau memiliki LOS B, Jalan Penghibur memiliki LOS C, Jalan H.I.A Saleh 

Daeng Tompo Memiliki LOS B, Jalan Yosef Latamahina memiliki LOS B, 

Jalan Maipa memiliki LOS B, Jalan Datu Museng C, Jalan Somba Opu 

memiliki LOS E, Jalan Pasar Ikan memiliki LOS B, Jalan Pattimura Memiliki 

LOS C, Jalan Lamadukeleng memiliki LOS E. 

3. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode EAN untuk penentuan 

DRK dan Perankingan DRK tiap ruas jalan di Kota Makassar terdapat 4 

blacklink tertinggi yaitu Jalan Pettarani, Rappocini; Jalan Panampu, Tallo; 

Jalan Jend. Urip Sumoharjo, Panakkukang; Jalan Poros Makassar Maros, 

Panakkukang dan terdapat rekomendasi dari tiap jalan di Bab 4, Subbab 4. 

4. Berdasarkan hasil analisis angkutan umum memnggunakan metode IPA 

terhadap Kepentingan dan Kinerja AU di kota Makassar didapat Prioritas 
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yang harus diperbaiki dan dikembangkan sesuai survey dari Masyarakat 

untuk Trans Maminasata yaitu, Keselamatan, keteraturan, waktu tempuh 

perjalanan, load factor, waktu tunggu, dan jangkauan pelayanan rute. 

Sedangkan untuk angkutan umum perkotaaan (Pete – Pete) Prioritas 

utama yang harus diperbaiki dan disediakan adalah Ketepatan moda, 

Ketepatan Waktu, Informasi, dan Kemudahan pergantian rute atau moda. 

5. Inovasi yang diberikan pada magang 1 di kota makassar ini berupa 

rekomendasi pemberian fasilitas pejalan kaki berupa Pelican Crossing di 

daerah wisata Pantai losari yang dapat memberikan kenyamanan dan 

keselamatan di jalan raya para wisatawan lokal maupun asing dalam 

menikmati indahnya lokasi wisata tersebut. 

VII. 2 Saran 

 

Saran terhadap pelakasanaan kinerja keselamtan jalan di Kota Makassar 

diantaranya yaitu: 

1. Perlu adanya forum sebagai pengenalan RUNK ke berbagai instansi 

terutama terkait pembahasan mengenai 5 pilar keselamatan lalu lintas agar 

tiap-tiap stakeholder saling berkoordinasi dan paham akan peran dan 

tanggungjawab guna meningkatkan program-program keselamatan agar 

target RUNK dapat tercapai. 

2. Perlu adanya pelaksanaan program RUNK yang belum terlaksanan serta 

mengoptimalkan program RUNK yang telah terlaksana. 

3. Diadakannya evaluasi dalam setiap capaian atau kegiatan kinerja RUNK 

yang nantinya dapat menjadi acuan untuk membentuk peningkatan 

program keselamatan yang dinilai masih belum optimal. 

4. Perlu adanya penertiban parkir dan pedangang kaki lima dikawasan Pantai 

losari agar meningkatkan kinerja ruas jalan di lokasi tersebut 

5. Penanganan sesegera mungkin terhadap lokasi rawan kecelakaan baik dari 

segi jalan, perlengkapan jalan, serta bahaya sisi jalan dan koordinasi 

terpadu oleh 5 stakeholder pilar keselamatan dalam penanganan lokasi 

rawan kecelakaan. 
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6. Perlu adanya sosialisasi tentang ketertiban berkendara, agar Masyarakat 

lebih patuh dalam berlalu lintas serta penegakkan hukum yang tegas dalam 

penertiban lalu lintas. 

7. Perlu adanya pengadaan rambu prioritas dan batas kecepatan serta 

perlengkapan jalan yang mampu memakasa pengendara untuk berhati hati 

di daerah rawan kecelakaan agar mengurangi angka kecelakaan di lokasi 

yang berpotensi menjadi tempat kecelakaan. 

8. Peningkatan kualitas angkutan umum sehingga Masyarakat dapat lebih 

memilih angkutan umum ketimbang kendaraan pribadi sehingga dapat 

mengurai kemacetan di Kota Makassar.
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